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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kidang Pananjung No 3, Desa Pangandaran,
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran,

Kode Pos 46396
Telepon. (0265) 631156 Fax. (0265) 631156

Laman: tourism.pangandarankab.go.id,
Pos-el disparbud.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PANGANDARAN

           Nomor : 697 TAHUN 2025

           Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang a. Bahwa  Instansi  Pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara
Negara  diwajibkan  untuk  mempertanggungjawabkan  tugas
pokok  dan  fungsinya  serta  kewenangan  pengelolaan  sumber
daya  dan  kebijaksanaannya  yang  didasarkan  pada  Rencana
Kerja.

b. bahwa  Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025
tentang  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2026,  maka untuk mengimplementasikan
sebagaimana  huruf  a perlu  disusun  Rencana  Kerja  Dinas
Pariwisata  dan  Kebudayaan Tahun  2026  yang  ditetapkan
dengan   Surat   Keputusan   Kepala  Dinas  Pariwisata  dan
Kebudayaan.

Mengingat 1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan
Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68,  Tambahan  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang  Nomor  59  Tahun  2024  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan,  antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4833)  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor  114,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5887)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
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Nomor  187,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2022  tentang
Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  122,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  Tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2024  tentang
Harmonisasi  Kebijakan  Fiskal  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

19. Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia  (Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor 112);

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan  Stunting  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan  Kawasan  Rebana  dan  Kawasan  Jawa  Barat
Bagian  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2021 Nomor 215);

24. Peraturan  Presiden  Nomor  111  Tahun  2022  tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               3 / 7                               3 / 7



iv

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  12  Tahun  2025  tentang

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun
2025 – 2029;

26. Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi  Pemerintah Daerah (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor  3  Tahun  2025  Tentang  Rancangan  Rencana  Kerja
Pemerintah Tahun 2026;

34. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  050-  5889  Tahun  2021  tentang  Hasil
Verifikasi  dan  Validasi  Pemuktahiran,  Klasfikasi,  Kodefikasi,
dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan
Daerah;

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

36. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Barat  Nomor 9 Tahun 2022
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat
Tahun  2022-2042  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat
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Tahun  2022  Nomor  9,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Nomor
262);

37. Peraturan  Daerah  nomor  13  Tahun  2024  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Tahun 2025-
2045;

38. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  24  Tahun
2016  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
24,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Pangandaran
Nomor 24);

39. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  31  Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten  Pangandaran  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Pangandaran  Tahun  2016  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Pangandaran  Nomor  9  Tahun  2021  tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Tahun  2021  Nomor  9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
9);

40. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  3  Tahun
2018  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran  Tahun  2018  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

41. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  2  Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten  Pangandaran  Tahun  2022  Nomor  2,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

42. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  9  Tahun
2024  tetang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah
tahun 2025-2045;

43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Pangandaran  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Tugas  Pokok,  Fungsi,  Uraian  Tugas  dan  Tata  Kerja  Dinas
Pariwisata  dan  Kebudayaan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 82);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Susunan  Organisasi  serta  Tata
Kerja  Perangkat  Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024
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tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi  serta Tata Kerja Perangkat  Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024 Nomor 26);

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangandaran
Tahun  2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Tahun
2025 Nomor 24);

48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang
Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pangandaran
Tahun  2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Tahun
2025 Nomor 26);

49. Keputusan  Kepala  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan
Kabupaten  Pangandaran  Nomor
050/Kpts.133-Disparbud/2022  tentang  Perubahan  Rencana
Strategis  (Renstra)  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :
PERTAMA : Rencana  Kerja  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten

Pangandaran Tahun  2026,  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sistematika  Rencana  Kerja  sebagaimana  dimaksud  Surat
Keputusan ini terdiri dari :
I. Pendahuluan

 1.1. Latar Belakang
 1.2. Landasan Hukum
 1.3. Maksud dan Tujuan
 1.4. Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
     2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
            2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
     2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
     2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
           Perangkat Daerah
     2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
     2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

  3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
     3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
     3.3. Program dan Kegiatan
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 V.  Penutup

KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua
Surat Keputusan  ini  sebagaimana  tercatat  pada  Lampiran  I
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merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan

diatur lebih  lanjut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Bupati Pangandaran,

2. Bapak Wakil Bupati Pangandaran,
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
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Ditandatangani secara elektronik oleh:

NANA SUKARNA, S.IP
Pembina Tk.I,IV/b

Ditetapkan di Pangandaran

Pada tanggal 30 Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran,

http://www.tcpdf.org
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